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Ambon city which has become an autonomous region which is a manifestation of the 
implementation of the principle of decentralization, which gives authority to local 
governments in terms directs all affairs concerning the interests of the region in 
accordance with the circumstances, conditions and potential that exists in the region, 
for it must have its own source revenue ie the income tax sector. Ambon city as a 
transit city for the efforts of eastern Indonesia in the field of hospitality is one of the 
potential well in the city of Ambon as a potential revenue to be developed. With the 
Regional Regulation No. Ambon City 1 of 2012 on the hotel tax is expected to be able 
to increase the effectiveness of tax collection revenue Ambon City. This paper aims to 
determine how the effectiveness of tax collection based hotel Ambon City Regional 
Regulation No. 1 of 2012 and the dominant factors that influence the effectiveness of 
tax collection Kota Ambon. This paper is based on empirical research using socio-
juridical approach and qualitative research. The results showed that the tax 
collection in the city of Ambon ineffective due to factors or aparut law enforcement 
and infrastructure and facilities in the city of Ambon. 
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Kota Ambon yang telah menjadi daerah otonom yang merupakan wujud atas 
pelaksanaan asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah 
Daerah dalam hal mengatur seluruh urusan yang menyangkut kepentingan daerahnya 
sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada pada daerahnya, untuk itu harus 
mempunyai pendapatan asli daerah sendiri yaitu dengan pendapatan di sektor pajak. 
Kota ambon sebagai kota transit bagi Indonesia bagian timur maka usaha di bidang 
perhotelan adalah salah satu potensi yang baik di kota ambon sebagai pendapatan asli 
daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota 
Ambon No. 1 Tahun 2012 tentang pajak hotel diharapkan efektivitas pemungutan 
pajak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ambon. Tulisan ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel berdasarkan 
Peraturan Daerah  Kota Ambon No. 1 Tahun 2012 dan faktor-faktor dominan apa 
yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak Hotel di Kota Ambon. Tulisan ini 
dibuat berdasarkan penelitian empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dan 
penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di 
kota ambon belum efektif disebabkan oleh faktor penegak hukum atau aparut hukum 
dan sarana dan fasilitas yang ada di Kota Ambon itu sendiri. 
Kata kunci: efektivitas pemungutan pajak,  Pendapatan Asli Daerah, pajak hotel 
 
Latar Belakang 
Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang menganut asas disentralisasi 
guna dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yaitu dengan membuka 
kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. 
Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan 
dikembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi 
territorial.4 
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 Otonomi daerah yang merupakan wujud atas pelaksanaan asas desentralisasi, 
yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal mengatur 
seluruh urusan yang menyangkut kepentingan daerahnya sesuai dengan situasi, 
kondisi dan potensi yang ada pada daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah 
terdapat salah satu aspek penting yaitu pada kemampuan pemerintah daerah untuk 
memenuhi kebutuhan keuangan bagi daerahnya, yang berguna untuk menjalankan 
pemerintahan dan pembangunan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. 
Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang fiscal dikeluarkan suatu 
peraturan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu juga 
dikeluarkannya dengan diberberlakunya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang maka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, diiringi dengan pemberian hak 
dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. 
Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan agar dapat menciptakan atau 
memujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan atau 
mewujudkan akan hal ini maka perlu peran serta juga kesadaran yang penuh dari 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Bentuk peran serta tersebut 
dapat diwujudkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan Pajak 
Daerah. 
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah merupakan suatu rambu-rambu bagi Pemerintah Daerah dalam membangun 
daerah dan menggali potensi daerah tersebut melalui sektor pajak dan retribusi. 
Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kesiapan dan konsekuensi yang tinggi serta 
memiliki program kerja yang mantap dan juga terarah dalam meningktakan 
Pendapatan Asli Daerah  dari berbagai sumber yang ada terutama dari pos asli daerah. 
Pasal 32 – 36 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai 





pajak hotel, wajib pajak hotel, tarif pajak hotel, besarnya pokok tarif pajak hotel dan 
wilayang pemungutan pajak hotel di setiap daerah. 
Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib dan tidak mendapat imbalan 
langsung. Bersifat wajib artinya pengenaan pajak dapat dipaksakan oleh negara 
kepada warga negaranya. Sedangkan tidak mendapat imbalan langsung berarti bahwa 
mereka yang telah membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara 
langsung. 
Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan 
yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban 
warga masyarakat untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, 
negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus 
dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. 
Menurut Riwu Josepf, untuk menjalankan tugas pemerintahan daerah dengan 
sebaik-baiknya setelah otonomi daerah diberikan kepada suatu wilayah, maka ada 4 
(empat) faktor yang perlu diperhatikan dan itu merupakan sesuatu yang sangat 
memperngaruhi pelaksanaan otonmoi daerah, yaitu : (1)Faktor Pelaksanaan; (2) 
Faktor keuangan; (3) Faktor Fasilitas; (4) Faktor Organisasi dan manajemennya harus 
baik;5 
 Kriteria Pajak Daerah adalah Bersifat pajak, dan bukan retribusi; Obyek pajak 
terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang  bersangkutan dan 
mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah 
daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum; Potensinya memadai. Hasil penerimaan 
pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan; Tidak memberikan dampak ekonomi 
yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak 
merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor; 
Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan Menjaga kelestarian 
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lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada 
pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. 
Pada penelitian awal, peneliti melakukan penelitian pada Pemerintahan Kota 
Ambon di Ambon yang mana pada tahun 2011 pajak daerah menyumbangkan Rp. 
32.479.468.795,- dan pada tahun 2012 pajak daerah menyumbangkan 
Rp.1.709.232.179,-6 
Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensial, artinya hasil 
pajak hotel berpotensi cukup besar dan baik sebagai sumber pendapatan daerahdalam  
pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sebagai salah satu daerah otonom maka Kota 
dalam melaksanakan pembangunan diwujudkan dengan membentuk prakarsa, yaitu 
dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi penerimaan pajak 
daerah.sebagai daerah transit bagi Indonesia bagian timur maka usaha perhotelan di 
Kota ambon merupakan salah satu usaha yang berpotensi sangat baik, untuk itu hotel 
pemerintah daerah diharapkan agar dapat menggali potensial dalam sektor perhotelan 
dengan sangat maksimal sebagai pendapatan asli daerah guna sebagai pelaksanaan 
otonomi daerahnya. 
 Berdasarkan data tahun 2011 dan 2012 kontribusi pajak hotel dapat dilihat 
pada table I dibawah ini ;7 
No Tahun Target Realisasi % 
1 2010 2.743.200.000 2.682.096.770 97.77 
2 2011 3.720.000.000 3.453.288.401 92.83 
3 2012 4.091.554.000 3.638.897.996 88.09 
4 2013 5.000.016.000 4.455.617.930 89,11 
sumber : Dinas Pendapatan Daerah 
Dari data diatas dapat disimpulkan sementara bahwa penerimaan sektor  pajak 
hotel di Kota Ambon masih belum sesuai dengan anggaran yang dirancangkan oleh 
pemerintah daerah dengan kata lain belum efektifnya pemungutan pajak hotel 
mengakibatkan penerimaan pajak hotel masih sangat rendah.  
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Belum efektifnya pemungutan pajak hotel dapat disebabkan oleh 2 faktor 
antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain petugas 
pelaksanaan dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel tidak menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagaimana mestinya, jumlah petugas di masing-masing unit 
pelaksana teknis masih minim yang mengakibatkan tidak efektifnya pemungutan 
pajak hotel, terbatasnya sarana dan prasarana operasional tidak memadai sesuai 
dengan kebutuhan dalam proses pemungutan pajak oleh petugas 
pemungutan.Sedangkan faktor eksternal misalnya, kurangnya pengawasan 
pelaksanaan pemungutan sehingga petugas dapat melakukan kecurangan atau 
manipulasi data, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau 
mereka cenderung untuk menghindar dan berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil 
pendapatan mereka dalam bidang usaha perhotelan. 
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 
2012 Tentang Pajak Hotel dan makin bertambahnya jumlah hotel di Kota Ambon, 
maka diharapkan agar dapat mengefektifitaskan pemungutan pajak hotel guna 
meningkatkan Pendapatan Asli Derah Kota Ambon. 
Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam tulisan ini, 
yaitu bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah 
No 1 Tahun 2012? dan faktor – faktor dominan apa yang mempengaruhi efektifitas 
pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan 
Daerah No 1 Tahun 2012? 
Tujuan dari tulisan ini ialah untuk mengetahui, untuk memahami dan 
menganalisis efektifitas pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan 
asli daerah Kota Ambon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No.1 Tahun 
2012, serta untuk  mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas 
pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ambon 
yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No.1 Tahun 2012? 
Manfaat yang didapatkan dari tulisan ini yaitu secara praktis penelitian ini 
diharapkan agar  dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk melalukan 





melaksanakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tentang Pajak Hotel. 
Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang berguna dalam 
pembuatan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang akan 
diterapkan di Kota Ambo, serta secara teoritis, hasil  penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan konstribusi wawasan keilmuan di bidang hukum yang berkaitan 
dengan hukum otonomi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode penilitian yaitu; Jenis Penelitian : Tulisan ini 
merupakan jenis penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian adalah untuk 
memperoleh gambaran yang konperhensip dan mendalam mengenai pajak hotel 
yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berpotensi baik; Pendekatan 
Penelitian : Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum yuridis 
sosioligi. Pendekatan hukum yuridis sosiologi digunakan bertujuan untuk 
memperoleh gambaran yang koprehensip tentang tanggung jawab dari penegah 
hukum yang bernaung dibawah Dinas Pendapatan Daerah menyangkut efektivitas 
pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam 
penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu prosedur 
guna menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata baik secara lisan maupun 
tulisan dari berbagai pihak dalam hal ini orang yang dimintai data atau keterangan. 
Adapun teori yang digunakan yaitu, teori desentralisasi fiskal dalam membahas 
rumusan masalah pertama, teori legal system dalam membahas rumusan masalah 
pertama, teori perpajakan dalam membahas masalah pertama dan teori efektivitas 
dalam membahas rumusan masalah kedua. Analisis Penelitian yang digunakan adalah 
data yang didapat langsung dari lapangan berupa hasil wawancara (interview), dan  
yang didapat dari bahan-bahan tertulis atau kepustakaan yang berasal dari 
perundang-undangan, arsip, dan lain sebagainya yang dikumpulkan dan dinilai 
keabsahannya. Setelah bahan hukum yang didapat dan terkumpul, kemudian diolah 
dengan cara dideskripsikan. Terakhir analisa terhadap bahan hukum yang telah 
terfokus tersebut kemudian dianalisa dengan berbagai aspek, aspek hukum, aspek 
teoritis, aspek empiris dengan berbagai teori yang dikemukakan sebagai peecahan 






A Gambaran Umum Kota Ambon 
Kota ini dikenal juga dengan nama Ambon Manise yang berarti kota Ambon 
yang indah/manis/cantik, merupakan kota terbesar di wilayah kepulauan Maluku dan 
menjadi sentral bagi wilayah kepulauan Maluku. Saat ini kota Ambon menjadi pusat 
pelabuhan, pariwisata dan pendidikan di wilayah kepulauan Maluku. 
Wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4º Lintang selatan dan 
128º - 129º Bujur Timur. berdaasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1979, 
mempunyai luas sebesar 377 Km²  atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. 
Berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 luas daratan Kota Ambon 
adalah 359,45 km², sehingga luas Kota Ambon ini meliputi daratan seluas 359,45 
Km² dan laut seluas 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km.8 
 
Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan dan 20 kelurahan, 30 desa/negeri, dapat 
























1 Nusaniwe 88,35 5 8 79 286   9.00 
2 Sirimau 86,82 4 10 92 350   2,80 
3 T.A. Baguala 40,11 6 1 49 184 12,00 
4 Leitimur 
Selatan 
50,50 8 - 19   53 26,00 
5 Teluk Ambon 93,67 7 1 57 195 24,00 
Kota Ambon 359,45    30       20 296 1.068 - 
Sumber : Buku Putih Ambon Dalam Angka 
Di Kota Ambon terdapat 5 pelabuhan dan yang merupakan pelabuhan utama 
adalah pelabuhan (Dermaga) yang bernama dermaga Nusantara Yos Sodarso tipe 
kelas 4, difungsikan sebagai Pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor dan Impor serta 
penumpang, sedangkan untuk mendukung kegiatan pelayaran antar pulau tersedia 
                                               





Pelabuhan Gudang Arang dan Pelabuhan Slamet Riyadi yang berfungsi sebagi 
pelabuhan lokal yang dikelola oleh PT. PELINDO9. 
Di Kota Ambon juga terdapat Bandara Udara yaitu Bandara Udara Pattimura 
dengan fungsi sebagai Bandara Internasional, telah dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas sesuai dengan peruntukannya sebagai Bandara Internasional, berlokasi di 
Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon, berjarak 36 Km dari pusat Kota Ambon. 
sedangkan untuk transportasi darat Kota Ambon memiliki angkutan umum, terdapat 2 
buah terminal yang berlokasi di kompleks pertokoan Mardika dan Batu merah. 
Jumlah mobil angkutan umum, adalah sebanyak 1.117 kendaraan yang melayani 61 
trayek.10 
Di Kota Ambon juga terdapat fasilitas keagamaan yaitu terdapat 131 Mesjjid 
dan ± 400 buah mussolah bagi masyarakat keagamaan islam, dan bagi yang beragama 
Kristen Protestan memiliki tempat ibadah sebanyyak 198 buah sedangkan untuk 
Kristen Katolik memiliki tempat ibadah 16 buah dan bagi yang beragama hindu 
memiliki 2 buah tempat ibadah dan budha tempat ibadah berjumlah 2 buah.11 
Bukan saja itu tetapi Kota Ambon pun menawarkan keindahan berbagai pantai 
dengan pemandangan yng indah dan menarik hati, yang membuat banyak para 
wisatawan baik wisatawan local maupun interlokal untuk melihat dan menikmati 
keindahan pantai-pantai di kota ambon. Terdapat fasilitast tempat pariwisata sebagi 
tempat hiburan yaitu 1 buah lapangan merdeka yang bisa digunakan sebagai tempat 
bersantai dan bisa juga sebagai tempat menyalurkan bakat di bidang olah raga, selain 
itu juga di Kota Ambon juga terdapat 3 Mall yang dapat dikunjungi oleh masyarakat 
sebagai  tempat reaksi dan bersantai bersama keluarga ssaat akhir pekan. Selain itu 
juga terdapat tempat-tempat wisata lainnya seperti patung-patung para pahlawan 
semasa penjajahan, tugu-tugu pahlawan, taman makan para pahlawan, monument-
monumen, museum dan juga gong perdamaian yang bisa dikunjungi dan dilihat untuk 
meambah wawasan nusantara di Kota Ambon.  
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Pada Tahun 2011 dan 2012 Fasilitas pendidikan di Kota Ambon yang terdiri 
dari 197 Sekolah Dasar, 10 Madrasah Ibtidayah, 48 Sekolah Menengah Pertama, 6 
Madrasah Tsanawiyah, 33 Sekolah Menengah Atas, 12 Sekolah Menengah Kejuruan, 
dan 2 Madrasah Alayiah. 12 
Disamping fasilitas diatas juga terdapat sarana pendidikan diatas di Kota 
Ambon juga terdapat sarana pendidikan untuk perguruan tinggi, dimana perguruan 
tinggi negeri di ambon terdapat 2 buah dan perguruan tinggi swasta terdapat 9 buah 
jadi total perguruan tinggi di Kota Ambon berjumlah 11 buah. 
Selain sarana-sarana yang telah disebutkan diatas di Kota juga terdapat fasilitas 
kesehatan, fasilitas kesehatan berguna bagi seluruh masyarakat Kota Ambon dalam 
menjaga dan melindungi kesehatan mereka dari berbagai wabah penyakit baik yang 
tertular maupun tidak. Jumlah fasilitas kesehatan di ambon cukup baik untuk 
melayani masyarakat ota ambon yang banyak, fasilitas Rumah sakit di Kota Ambon 
berjumlah 11 buah, Puskesmas berjumlah 22 buah dan pastu berjumlah 35 buah. 
dengan adanya fasilitas ini dapat diharapkan bagi masyarakat agar dapat 
dipergunakan atau mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan diharapkan juga 
bagi seluruh pegawai atau staf-staf yang bekerja pada berbagai rumah sakit, 
puskesmas maupun pestu dapat memberikan layanan kepada masyarakat Kota 
Ambon dengan baik. Dalam pemerintahan Kota Ambon terdapat juga perangkat-
perangkat dalam menjalankan roda pemerintahan. Perangkat Daerah Kota Ambon 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Ambon dengan Susunan Organisasi Sekretariat Kota terdiri 
dari:13 
a. Sekretaris;  
b. Asisten, terdiri dari :  
1. Asisten Pemerintahan 
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 
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3. Asisten Administrasi Umum  
c. Bagian-Bagian, terdiri dari :  
1. Bagian Tata Pemerintahan;  
2. Bagian Hukum;  
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;  
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat;  
5. Bagian Kerja Sama dan Promosi Pengembangan Ekonomi;  
6. Bagian Organisasi dan Manajemen;  
7. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan  
8. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Expedisi.  
Perangkat Daerah Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 
09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Dinas - Dinas Kota 
Ambon dengan Susunan sebagai berikut :14 
1. Dinas Pendidikan Kota.  
2. Dinas Kesehatan Kota.  
3. Dinas Sosial Kota.  
4.  Dinas Tenaga Kerja Kota.  
5.  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota.  
6.  Dinas Perhubungan Kota.  
7.  Dinas Pekerjaan Umum Kota.  
8.  Dinas Tata Kota.  
9.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota. 
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota.  
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota.  
12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah Kota.  
13. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota.  
14. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.  
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
                                               





Perangkat Daerah Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota 
Ambon dengan Susunan sebagai berikut :15 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota. 
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota. 
3. Badan Kepegawaian Kota.  
4. Badan Pengelola Keuangan Kota. 
5. Inspektorat Kota. 
6. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota.  
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota.  
8. Kantor Pelayanan Publik Kota.  
9. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota.  
10. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota.  
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 
Peraturan Daerah Kota Ambon yang berlaku saat ini pada tabel dibawah ini :16 
No Nomor Peraturan Daerah Nama Peraturan Daerah 
1 No 4 Tahun 2011 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata 
2 No 5 Tahun 2011 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan 
3 No 1 Tahun 2012 Pajak Hotel 
4 No 2 Tahun 2012 Pajak Restoran 
5 No 3 Tahun 2012 Pajak Hiburan 
6 No 4 Tahun 2012  Pajak Reklame 
7 No 5 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan 
8 No 6 Tahun 2012 Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan 
9 No 7 Tahun 2012 Pajak Parkir 
10 No 8 Tahun 2012 Pajak Air Tanah 
11 No 9 Tahun 2012 Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan 
 
Pendapatan asli daerah di Kota ambon banyak didominasi oleh  sektor 
perdagangan jasa yaitu hotel dan restoran. Terlihat dari data yang tercatat pada 
Dinas Pendapatan Asli Daerah perkembangan hotel dari tahun 2010 - 2013   
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Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah Hotel Tahun 2010 – 2013 
No Tahun Jumlah 
Hotel 
Jenis Hotel 
* ** *** **** M1 M2 M3 M4 
1 2010 94 1 4 3 - 21 20 7 37 
2 2011 70 1 4 5 1 22 17 5 15 
3 2012 126 2 4 5 1 24 21 5 53 
4 2012 205 2 4 5 1 23 34 9 129 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Kota Ambon 
 
B Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Ambon No 1 Tahun 2012 
 
Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah dari suatu daerah. Maka dari itu kita harus mengetahui 
kontribusi dari setiap sektor pajak sebagai pendapatan asli daerah. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon menunjukan bahwa 
pendapatan asli daerah kota Ambon dari tahun ke tahun tidak stabil, bisa terlihat pada 
table 3.5 – 3.8 dibawah ini 
Tabel 3.5 Kontribusi Jenis Pajak Terhadap PAD Tahun 2010 





1 Pajak Hotel 2.743.200.000 2.682.096.770 97.77 
2 Pajak Restoran 7.090.704.000 6.980.422.004 98.44 
3 Pajak Hiburan    934.564.000    817.701.930 87.50 
4 Pajak Penerangan Jalan 7.200.000.000 5.257.228.557 73.02 
5 Pajak Reklame 5.021.913.900 1.389.225.790 27.66 
6 Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Bahan Gal.  
Gol : C  
1.000.000.000    620.526.250 62.05 
7 Pajak Parkir     64.404.000      62.111.754 96.44 
TOTAL 24.054.785.900 17.809.313.055 71.08 








Tabel 3.6 Kontribusi Jenis Pajak Terhadap PAD Tahun 2011 





1 Pajak Hotel 3.720.000.000 3.453.288.401 98.23 
2 Pajak Restoran 9.200.520.000 9.500.039.295 103.26 
3 Pajak Hiburan 1.031.318.000    630.632.419 61.15 
4 Pajak Penerangan Jalan 8.000.000.000 9.522.428.294 119.03 
5 Pajak Reklame 3.765.953.125 2.636.675.517 70.01 
6 Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Bahan Gal.  
Gol : C  
1.000.000.000    705.527.751 70.55 
7 Pajak Parkir     103.138.800      72.675.690 70.46 
8 PajakAir Bawah Tanah     200.000.000    180.235.361 90.12 
9 Pajak Bea Perolehan  
Hak Tanah Bangunan 
 4.572.800.000 1.205.166.067 126.36 
TOTAL 31.593.792.925 27.856.668.795 88.17 
sumber : Dinas Pendapatan Kota Ambon 
 
Tabel 3.7 Kontribusi Jenis Pajak Terhadap PAD Tahun 2012 





1 Pajak Hotel   4.091.554.000   3.638.897.996   88.09 
2 Pajak Restoran 10.148.658.000 10.872.062.809 107.13 
3 Pajak Hiburan   1.159.310.000      727.158.678   62.72 
4 Pajak Penerangan Jalan   8.800.000.000 10.995.529.299 124.95 
5 Pajak Reklame   4.142.250.000   3.293.449.664   79.51 
6 Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Bahan Gal.  
Gol : C  
  1.100.000.000      877.654.350   79.79 
7 Pajak Parkir      301.060.000      294.750.977   97.90 
8 PajakAir Bawah Tanah   1.000.000.000      367.059.003   36.71 
9 Pajak Bea Perolehan  
Hak Tanah Bangunan 
  9.162.600.000    7.748.723.558   84.57 
TOTAL 39.905.878.000 35.261.949.981 88.36 









Tabel 3.8 Kontribusi Jenis Pajak Terhadap PAD Tahun 2013 





1 Pajak Hotel   5.000.016.000   4.455.617.938   89.11 
2 Pajak Restoran 13.000.002.000 12.339.388.312   94.91 
3 Pajak Hiburan   1.000.000.000   1.066.155.957 106.61 
4 Pajak Penerangan Jalan 12.000.000.000 13.175.988.304 109.80 
5 Pajak Reklame  2.999.977.118      804.357.461   26.81 
6 Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Bahan Gal.  
Gol : C  
 1.302.460.000   1.284.736.993   98.64 
7 Pajak Parkir     450.000.000      480.686.856 106.82 
8 PajakAir Bawah Tanah     300.001.920      310.918.851 103.64 
9 Pajak Bea Perolehan  
Hak Tanah Bangunan 
 7.000.000.000   7.149.124.121 102.13 
TOTAL 43.052.457.038 41.366.974.793 96.08 
 Sumber : Dinas Pendapatan Kota Ambon 
Dari data diatas dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak terhadap PAD tahun 
2010-2013 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan hal ini disebabkan 
karena pemungutan pajak yang tidak optimal jadi bisa dikatakan bahwa pemungutan 
pajak tahun 2010 tidak efektif. 
Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Ambon, terlebih 
dahulu harus mengetahui potensi pajak hotel yang ada di Kota Ambon. Perhitungan 
potensi hotel berdasar pada hotel yang terdaftar pada Dispenda Kota Ambon. 
Adapun perhitungan potensi pajak hotel yang diperoleh dari Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Ambon sebagai berikut :  
Tabel 3.9. Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2010 – 2013 
No Tahun Target Realisasi % 
1 2010 2.743.200.000 2.682.096.770 97.77 
2 2011 3.720.000.000 3.453.288.401 92.83 
3 2012 4.091.000.000 3.638.897.996 88.09 
4 2013 5.000.016.000 4.455.617.930 89,11 
 sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon 
Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak hotel terjadi penurunan 
dari tahun 2010 sebesar 97,77% menjadi 92,83% pada 2011, kemudian mengalami 





Dilihat dari data-data diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah di 
sektor pajak masih belum efektif karena belum sesuai dengan target yang ditentukan 
dan hal itu memerlukan penanganan yang serius oleh pemerintah daerah karena dapat 
dilihat bahwa potensi untuk bidang usaha perhotelan masih sangat bagus dan dapat 
mengakibatkan penerimaan pajak di sektor pajak hotel masih bisa meningkat. 
Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak yang tidak 
efektif diakibatkan oleh lemahnya pemugutan pajak dengan kata lain tidak efektifnya 
pemungutan pajak yang menyebabkan tidak efektifnya juga penerimaan pajak di 
sektor pajak hotel sebagai pendapatan asli daerah Kota Ambon. 
Dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli dearah maka 
yang perlu diperhatikan adalah sistem hukum dari suatu daerah itu sendiri, misalkan 
sistem substansial, sistem struktur, dan Sistem budaya hukum atau kultur hukum.  
Pemungutan pajak yang baik oleh aparatur pemerintah jika dilakukan sesuai 
teknis dan sistem yang baik. sistem pemungutan pajak antara lain : (1) Official 
Assesment Syste; (2) Self Assesment System; (3) With Holding System 
Dalam hal penerimaan pajak dalam sektor pajak hotelpun demikian yang perlu 
diperhatikan adalah efektivitas pemungutannya karena jika dalam pemengutannya 
tidak efektif  maka penerimaan pajak di sektor pajak hotel tidak akan sesuai dengan 
apa yang telah dianggarkan. Dalam proses pemungutan pajak terdapat banyak faktor-
faktor baik yang bisa dikatakan sebagai faktor pendukung dan sebagai faktor 
penghambat dalam pemungutan yang dapat mengakibatakan efektif atau tidak 
efektifnya pemungutan pajak tersebut. 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:17  (1) Faktor 












C Faktor-faktor Dominan Dalam Pemungutan Pajak Hotel 
Faktor-faktor dominan yang meneyebabkan tidak efektifnya pemungutan pajak 
di kota ambon antara lain : 
a. Penegak hukum  
Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, petugas seyogianya harus 
mempunyai pedoman, antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencangkup ruang 
kerja dan tugasnya. Kelemahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, baik 
pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak, maupun pelaksana lapangan 
dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib 
dikenakan pajak serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak. 
Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemeritah 
daerah dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban 
wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan 
toleransi dalam melakukan penegakan hukum.  
Masih lemahnya pengawasan oleh para penegah hukum termasuk intrumennya, 
sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan. Pengwasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai 
dengan perencanaan dan berjalanan sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta tidak tejadi penyimpangan ataupun penyalagunaan. 
Begitupun dengan jumlah penegak hukum yang harus turun ke lapangan dalam 
mendata atau melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Untuk itu 
kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan 
Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan di Kota Ambon harus 
menjadi perhatian pemerintah daerah. 
 
b. Sarana dan Fasilitas 
Faktor yang mendukung dalam penerimaan pajak yaitu sarana dan prasarana. 
Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana dan prasara yang cukup 





Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting 
dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dalam 
hal ini kendaraan baik kendaraan roda dua (motor), atau pun kendaraan roda empat 
(mobil) sebagai alat transportasi sangat diperlukan karena letak lokasi objek pajak 
saling berjauhan yang apabila pelaksanaan pemungutanya tidak dilengkapi oleh 
sarana tersebut maka akan menambah beban biaya pungut semakin besar. Dan 
ketetapan waktu pelaksanaan pemungutan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan 
dengansendirinya akan mengurangi penerimaan pajak tersebut.  
Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting perannya dalam pencapaian 
tujuan suatu usaha dalam hal ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Sarana 
dan Fasilitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sesuatu untuk mencapai 
tujuan yang ruang lingkupnya terutama adalah secara fisik yang berfungsi sebagai 
faktor pendukung. Dengan fasilitas yang kurang memandai maka mengakibatkan 
kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah yang 
dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera 
membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo. 
 
Simpulan  
Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian tentang efektivitas 
pemungutan pajak di Kota Ambon, maka penulis membuat kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Efektivitas pemungutan pajak hotel di kota ambon bisa dikatakan belum 
efektif.  
Dilihat dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon di sektor pajak 
hotel dari tahun 2010 sampai tahun 2013 tidak sesuai dengan target yang telah 
dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Ambon sekalipun telah sesuai 





prosedur atau tata cara yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Ambon 
berdasarkan Peraturan Daeah Kota Ambon No.1 Tahun 2012. 
2. Pemungutan pajak yang belum efektif ini bukan terjadi dengan sendirinya 
melainkan oleh beberapa faktor-faktor dominan di dalamnya. Faktor-faktor 
dominan yang menjadi penghambat efektif pemungutan pajak di Kota Ambon 
adalah faktor petugas pajak atau aparatur pajak juga sarana dan fasilitas. 
Petugas pajak dalam memungut pajak hotel, dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat wajib pajak belum efektif dan tidak berjalan dengan baik. 
Dilihat dari saran dan sarana belum memadai yang mengakibatkan belum 
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